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RINGKASAN
PBB adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan yang
digunakan oleh diri sendiri atau badan dimanfaatkan sebagai perhutanan, pertambangan serta
perkebunan. Kepatuhan Wajib pajak PBB-P2 berperan penting untuk meningkatkan
penerimaan Pajak daerah. Tujuannya untuk mengetahui kepatuhan Masyarakat desa Bantai
membayar PBB-P2 pada masa pandemi. Dan memahami faktor-faktor yang menjadi kendala
wajib pajak dalam membayar PBB, serta upaya apa nan diperbuat aparat desa untuk mengatasi
faktor kendala tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah dengan memakai metode kualitatif,
method kualitatif merupakan method riset yang sifatnya deskriptif, mewawancarai 6 responden
yang terdiri dari 1 Aparat Desa Bagian Pajak dan 5 WP PBB, teknik pengumpulan data melalui
wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik validasi dan keabsahan data menggunakan
Triangulasi. penelitian membuktikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak PBB Desa Bantai tidak
patuh membayar pajak dapat dilihat penerimaan pajak belum mencapai target yang ditentukan
pada tahun 2020 target pajak ditetapkan sebesar Rp 27.747.000,00 namun pajak yang diterima
sebesar Rp 14.559.373,00 dari 1.189 wajib pajak hanya 720 wajib pajak yang menyetor pajak
mereka dengan persentase 52.47%. keadaan ini diakibatkan oleh petugas pajak atau ketua RT
yang tidak pernah datang ke rumah warga untuk menagih ataupun memperingati masyarakat,
upaya yang diperbuat aparat desa yaitu melakukan penyuluhan terhadap masyarakat Desa

Bantai.
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BAB1

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Bersumber pada Pancasila dan ketetapan Negara kita Indonesia dalam mewujudkan
pembangunan dalam Negeri yang adil dan merata dilakukan melalui penyelenggaraan otonomi
daerah (Oktaviana, 2011). Hal itu dapat diwujudkan dengan diselenggarakannya otonomi
daerah melalui desentralisasi dimana daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam
urusan daerahnya yang meliputi 1) kegiatan pemerintah dan umum, 2) solusi kelengkapan
pelayanan, 3) persoalan-persoalan masyarakat, (Damas Dwi Anggoro.S.Ab, 2017).

Penyerahan serta pelimpahan urusan pemerintahan Pusat ke Daerah dalam rangka
penyelenggaran otonomi daerah salah satu upaya yang dilakukan agar terwujudnya
pembangunan nasional dan perimbangan keuangan pusat maupun daerah. Sehubung dengan
pemerintahan yang bersih harus bersifat transparansi serta bertanggung jawab, dengan adanya
kewenangan daerah seharusnya mengarah untuk menaikan kemakmuran rakyat dalam
menyikapi cita-cita masyarakat.

Pendapatan terbesar diperoleh Negara adalah diperoleh dari pajak. Pajak adalah
partisipasi warga Negara yang dibayarkan diri pribadi maupun badan Pendapatan asli daerah
diperoleh dari berbagai sumber salah satunya pajak daerah. Pendapatan pajak ialah sumber
dana yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat dalam memberikan
peluang bagi rakyat tidak mampu agar menaikan kesejahteraan kehidupannya (Oktaviana,
2011). pada hakikatnya rakyat berharap pajak yang telah mereka berikan ke pemerintah ini bisa
dimanfaatkan dengan baik dan bijak.

PBB adalah salah satu pajak atas bumi dan bangunan pada suatu daerah, dan menurut
peraturan perpajakan daerah pajak bumi dan bangunan merupakan Pajak yang dikenakan
terhadap bumi maupun bangunan oleh diri sendiri ataupun pemerintahan daerah terkecuali
wilayah yang dimanfaatkan sebagai perhutanan pertambangan serta perkebunan (Ratulangi,
2016). Semakin banyak masyarakat yang membayarkan kewajiban perpajakannya tentunya
meningkatkan pendapatan daerah dan pemerataan sarana dan prasarana daerah.

Peran masyarakat dalam pembangunan yang merata dan kesejahteraan bersama
sangatlah besar, dengan banyak yang masyarakat yang sadar akan kewajiban perpajakannya
tentunya pendapatan daerah akan meningkat dan stabil. tapi dalam pelaksanaannya terdapat

banyak masyarakat yang tidak patuh atau masih lalai dalam membayar kewajiban




perpajakannya. Ditambah dengan terjadinya pandemi saat ini membuat pertumbuhan ekonomi
menjadi lambat sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pemasukan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sering terjadi di bidang pendapatan.
Perbandingan ketaatan masyarakat membayar pajak setiap tahunnya menunjukan tidak ada
kenaikan. Bisa dilihat dari perbandingan antara jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai wajib
pajak lebih banyak yang tidak membayar daripada yang membayar pajaknya, penerimaaan
pajak akan mengakibatkan penerimaan APBN yang rendah pula. Menurut (Susanti dan Dahlan,
2020) Kepatuhan pajak adalah suatu wujud memenuhi kewajiban yang tertuang dalam undang-

undang.

Pada tanggal 2 Maret 2020 kasus covid pertama terjadi di Indonesia, dan 9 April
pandemi mulai merambat ke berbagai provinsi, banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi
wabah ini yang paling utama adalah mematuhi protocol kesehatan dan government
mengeluarkan kebijakan yang dinamai PSBB yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
(Suhendri, et.al, 2022). kebijakan ini tentu berdampak pada pendapatan masyarakat seperti
UMKM karena adanya pembatasan serta berdampak juga pada penerimaan pajak (Rosita,
2020) Pemerintah Indonesia juga punya target minimal sumber pendapatan nasional dalam
upaya menjaga keseimbangan anggaran Negara agar tidak terjadi defisit meskipun demikian
ditengah menurunnya kegiatan usaha baik secara nasional maupun global pemerintah tidak bisa
mengharapkan banyak sumber yang diterima hanya berasal dari PNBP sebagai langkah akhir
untuk menghemat anggaran Negara pemerintah saat ini sedang berusaha terus meningkatkan

sumber daya secara intensif pendapatan nasional sektor pajak (Suhendri, et.al, 2021).

Namun pada tingkat pedesaan justru pendapatan perpajakan mengalami kenaikan yang
cukup baik, bisa dilihat di bulan dua tahun dua ribu dua puluh pendapatan Negara menunjukkan
adanya perbaikan dari tahun dua ribu dua puluh pada bulan januari. pelaksanaan ini di support
dengan pemasukan pajak yang mengalami pertumbuhan yang meningkat nol koma tiga persen.

kenaikan ini diperoleh dari pemasukan PBB dan berbagai jenis pajak yang ada.

Menurut latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan Judul “ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN P2 DI MASA PANDEMI ( STUDI KASUS PADA
WAIJIB PAJAK DESA BANTAI, KECAMATAN BONTI, KABUPATEN SANGGAU,
KALIMANTAN BARAT).




1.2. Perumusan Masalah

a. Bagaimana kepatuhan Masyarakat Desa Bantai membayar PBB-P2 pada masa
pandemi?
b. Apa saja halangan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan

dan perkotaan?
c. Bagaimana cara yang diperbuat aparat Desa Bantai dalam menaikan kepatuhan

masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan?

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah peneliti. penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
a. Untuk melihat bagaimana kepatuhan Masyarakat Desa Bantai membayar PBB-P2 di
masa pandemi.
b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala masyarakat Desa Bantai dalam
membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
c. Untuk mengetahui bagaimana upaya aparat Desa Bantai dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2

1.4. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian, maka secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat:
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam
membayar pajak bumi dan bangunan serta dapat menjadi referensi bagi penelitian
berikutnya.
b. Manfaat Praktis
1. Bagi peneliti dengan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang PBB serta
dapat mengetahui bagaimana keadaan langsung di lapangan.
2. Bagi wajib pajak dengan penelitian ini masyarakat lebih memahami pentingnya membayar
pajak terkhusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Bagi pemerintah dapat melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan Kepatuhan
Masyarakat untuk membayar Pajak
1.5. Ruang Lingkup Penelitian
Dengan keterbatasan waktu dan biaya maka peneliti membatasi lokasi penelitian ini
dilakukan hanya mencakup satu Desa saja yaitu Desa Bantai yang terletak di Kecamatan Bonti,

Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dan memiliki 10 (sepuluh) Kelurahan/Dusun.




Anisa Ardila

ORIGINALITY REPORT

21+ 206 144 9

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

www.scribd.com 30/
0

Internet Source

.

eprints.undip.ac.id 20/
0

Internet Source

o

Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - ’I Y
0

Small Campus
Student Paper

e

repository.stei.ac.id 1 y
0

Internet Source

-~

repository.ub.ac.id 1
Internet Source %

o

repository.ump.ac.id 1
0

Internet Source

B B

Submitted to Universitas Muria Kudus 1
Student Paper 0%

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman 1
Student Paper 0%

ecampus.iainbatusangkar.ac.id ’] o
0

Internet Source




—
()

jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

Internet Source

(K

—
—

repository.upnjatim.ac.id

Internet Source

T

—
N

www.journals.segce.com

Internet Source

T

—
w

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

(K

B

digilib.uinsgd.ac.id

Internet Source

T

—
U1

dspace.uii.ac.id

Internet Source

T

—
0))

library.stei.ac.id

Internet Source

(K

—
~N

WWW.Mmitrariset.com

Internet Source

T

RN
00

zombiedoc.com

Internet Source

T

—
O

Fathimatuz Zahra, Novianita Rulandari.
"Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru
Jakarta Periode Tahun 2017-2019", Jurnal
Pajak Vokasi (JUPASI), 2020

T



Publication

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



Anisa Ardila

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE GENERAL COMMENTS

/O Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5




